BUPATI PURWOREJO
PROVINS] JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJQO
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUFPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWOREJQ,

Menimbang : a. bahwa dalarmn rangka mewujudkan pelayanan perizinan
yang sesuai dengan  asas  penyelenggaraan
pemerintahan vang baik, maka penyelenggaraannya
harsg didasarkan pada prinsip-prinsip
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan
standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b.bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan
pade Kantor Penamanan Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Purworejo, perlu disusun, ditetapkan dan
diterapkan Standar Operasional Progedur Pelayanan
Perizinan;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 avat {1} Peraturan
Bupati Purworejc Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administragi Permerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupater: Purworejo, standar operasional prosedur
administrasi pemerintahan disusun oleh aparatur pada
masing-maging unit kerja pada Perangkat Daerah dan
ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat
Daerah;

d. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor: 356/3772/5J) tanggal 13 Juli
2015 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor; 356/7498/5J tentang Panduan
Penyusunan, Pelaksahaan dan Pelaporan Aksi
Pencegahan dan Pemberantmsan Korupsi (AKSiP PPK)
Pemerintah Daerah Tahun 2015, salah satu ukuran
keberhasilan dalam aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah
Daerah adaiah diterbitkannys Peraturan Kepala Daerah
tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan pada
Lernbaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Mengingat

Menetapkan ¢

.bahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana

dimeksid pada hunif a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Purworeio;

.Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

. Undang-Undang Nomor 13 Tabhun 1950 tentang

Pembentikan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungsn Propinsi Jawa Tengah,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomoer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimane telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara FRepublik Indonesia Tahun 2613 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
2679,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANCG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN @ TERPADU
KABUPATEN PURWOREJC,

BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang gimaksud dengan:

i A e

Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwarejo.

Bupati adalah Bupati Purworejo.

Sekretans Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya

disebut KPMPT adalah Kantor Penanaman Medsal dan Perizinan
Terpadu Kabupaten Purworejo.

6. Kepala KPMPT adaish Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Kabupaten Purworeic.



7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dar unsur-unsur

10.

11.

12.

13.

satuan kKerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan
untuk memberikan rekomendasi terhadap permohonan perizinan,
lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan peraturan daeralh atau  peraturan lainnya yang
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
segegrang atau badan untuk melakukan usaha atay kegiatan
tertenty.

Perizinan adaleh pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
usahe vang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
serta pengeunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarang
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
kelestarian lingkungan.

Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan
kepada pelaku usaha yang dilakukan seksligus mencakup lebih dari
satu jenis izin, vang diproses secara terpadu dan bersamaan.
Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau iebih izin kepada
orang atau badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha
danfatau kegiatan bukan usaha.

Retribusi adalah punguten sebagei pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu vang khusus disediakan dan ateu diberikan
cleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yvang selanjutnya diseburt SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi

yang terhutang.
BAB II
PELAYANAN PERIZINAN

Panal 2

Jenis pelayanan perizinan vang diselenggarakan oleh KPMPT, meliputri:

RSgm A RD O

L.

Im.
Tl.

[zin Lokasi;

[zin Usaha Industri;

[z Perluasan Industri;

Tanda Daftar Industri (TDI;

Izin Usaha Perdagangan;

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Tanda Daftar Gudang (TDG|;

lzin Pengusahaan Burung Walet,

lzin Usahn Parwisata;

lzin Gangguan (HO);

lzin Mendirikan Bangunan (IMB] kecuali IMB untuk bangunan
rumah tinggal yang tidak bertingkat dengan luas maksimal 100 M?*
{bukan kempleks perumahan);

lzin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);

Izin Reldame;

lzin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penycsohan Heras:
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izin Riset, Survey, Penelitian, Praktek Kepa Lapangan (PKL),
Mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat {LSM] serta
Badan /Perorangan dar Dalam /Luar Negeri;

Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum;

[2zin Warung Internet dan Game Net,;

Izin Usaha Jasa Titipan;

[zin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional {{UP2T};

[zin Usaha Pusat Perbelamjaan [IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa
dan Pusat Perdagangan;

lzin Usaha Toke Modern (JUTM] untuk Minimarket, Supermarket,
Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan;

Izin Prinsip Penanaman Modal,

[zin Usaha untuk berbagai sektor usaha;

[zinn Prinsip Perluasan Penanamean Modal;

[zin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;

{zin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
. izin Pringip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
. lzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Moda! untuk

berbagai sektor usaha;

. Izin Pembukaan Kantor Cabang;

1zin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
Surat lzin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, dan,
Izin Penggunaaan Sarana Umum.

Pasal 3

Pelayanan Perizinan depat dilakukan untuk satu jenis perizinan
tertenntu atau beherapa perizinan yeng berkaitan secara paralel.

Pelavanan beberapa perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud

padn syat (1) berlaki ketentuan sebagai berikut:

a. surgt permohonan Gerlaky untuk semua jenis perizinan yang
dimchon:

b. satu proses pemeriksaan dan peniniauan lapangan dilakukan
untuk kepentingan teknis sesuai jenis perizinan vang dimohon;

c. setiap kelengkapan persyaratan digunakan untuk semua jenis
perizinan yang dimohon,

Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investas: atay
penanarmnan modal wajib metakueian izin penanaman modal.

BAB LI
STANDAR OPERASIONAL PRCSEDUR
Pasal 4
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada KPMPT

mengatur mengenai tata cara uritan pelaksanaan  pekerjaan
pelayanan perizinan dalam suatu proses yang berkesinambungan.



{2) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Periz@inan sebegaimans
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran|l : dasar hukum, persyaratan dan mekanieme
pelayanan perizinan;

Lampiran I[I : Maya/retribusi pelayanan perizinan;

Lampiran III ; standar walctu pelayanan perizinan,

Lampiran IV : bagan alur prosedur pelayanan perizinan;

Lampiran V : maeklumat pelayvanan perizinan.

spoy

BAD [V
EVALUAS! DAN MONITORING
Pasal 5

{1} Kepala KPMPT melakukan evaluasi dan moenitoring atas
pelaksanaan penyvelenggaraan pelayanan perizinan setiap 6 [enam)
bulan sekali.

[2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada avat (1) untuk
menjamin pelayanan perizinan pada KPMPT terselenggara dengan
baik sesuai prinsip-prinsip penvelenggaraan pelayanan terpadu sati
pinti: dan standar pelavanan publik sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan,

{3) Kepala KPMPT melaporkan hasii evaluasi dan monitoring
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap 6 (enam]
bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupatd ini mulai berlaku, semua proses
permohonan dan pemiberian izin pada KPMPT yang sedang berlangsung
wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupat ini mulai berlaky, Keputusan Kepala Kantor
Penanaman Madal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworgje Nomor:
061/038/2015 tentang Standar COperasional Prosedur [SCP| Pelayanan
Perizinan pada HKentor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Purworgjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pagal 9
Peratyran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
kKabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 Pebruari 2016
Pj. BUPAT] PURWOREJQ,
Ttd.
AGUS UTOMO

Diundangkan di Purworsjo
pada tanggal 11 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Ttd.
TRI HANDGYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJQ
TAHUN 2016 NCMOR 4 SERI E NOMOR &4



LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPAT! PURWOREJO

NOMOR: 4 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN

PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO

DASAR HUKUM, PERSYARATAN DAN MEKANISME
PELAYANAN PERIZINAN

A. DASAR HUKUM

1.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propimsl Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
iUUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengsn Undang-
Undang Nemor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua satas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan ?Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin
Lingkungan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2014 tentang Sistern Pelavanan I[nformasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronilg

Peraturan Menteri Agrama dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertaniahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokaai;
Peraturan Kepsala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14
Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara [zin Prinsip Penanaman
Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworgjo Nomor 13 Tahun 1994
tentang {zin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomer 10 Tahun 2003
tentang Izin Usaha Perdagangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2004
tentang Pendaftaran Perusahaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Purwerejo Nomor 7 Tahun 2009
tentang lzin Usaha Pariwisata;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor & Tahun 2011
tentarig Retribusi [zin Gangguan;

Peraturan Daernh Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejc Nomor 27 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun
2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Momor 10 Tahun 2012
tentang Garis Sempadan;



LE.
19.
20,
21.

22,

23,
24.

25,

26.
27,
48,

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012
tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo MNomor 16 Tahun 2012
tentang lzin Gangguan,

Feraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012
rentang Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworgio Nomor 3 Tahun 2014
tentang lzir: Useha Jasa Konstruksi;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworeijo MNomor 6 Tahun 2014
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional,
Penaiaan dan Pengendalian Pasar Modern;

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2014
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 816 Tahun 200! tentang
Pedoman lzin Penggunaan Sarana Umum;

Keputusan Bupati Purworgjo Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Penerbitan Ilzin Prinsip dan Izin Usaha Pengusahaan Sarang Burung
Walet;

Peraturan Bupati Purworeio Nomor 62 Tahiun 2004 tentang Prosedur
dan Tata Cara Pendaftaran Gudang;

Peraturan Hupati Purworejo Nomor 63 Tahun 2004 tentang Tata
Cara Memperoiah lzin Lokasi/ Penetapan Lokasi;

Peraturan Bupat Purworejp Nomor 54 Tahun 2009 tentang Izin Tata
Cara Pelayanan dan Penerhitan Izin Rekiame;

Peraturan Bupati Purworgjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purworeio Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi,
Huller dan Penyosohan Beras;

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2010 tentang [zin
Riset, Survey, PKL untuk Mahasiswa, untuk L3SM dan Lembaga/
Perorangan dari Luar Neger;

Peraturan Bupat Purworeio Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman
Perizinan Warung Intermet dan Game Net di Kabupaten Purworsgjo;
Peraturan Bupati Purwerejo Nomor 101 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Zonm
Penempatan Menara Telekomunikas: di Kabupaten Purworeio,
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang
Pendelegagian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin kepada
Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten
Purworejo, sebagrimana telah diubeh dengan Peraturan Bupad
Purworejo Nomor 56 Tahkun 2015;

Peraturan Bupati Purworegjo Nomor 43 Tehun 2014 tentang
Perayaratan dan Tata Cara Penerbitan 1zin Usaha Pengelalaan Pasar
Tradizional, izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan [zin Usaha Toko
Madern;

Keputusan Bupati Purworejo Nomor 14 Tghun 2003 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan lzin Usaha Industri, I[zin
Periuasan dan Tanda Daftar Industri;



37 Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 180.18/54/2015 tentang
Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo.

B. PERSYARATAN
Izin Usaha Industri:

1.

4.

a.
b.

<.

T aaa e

Formulir permohanan;

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan {bagi perusahaan yang
berbadan hukum);

Fotokopi surat pengesahan sebegai badan hukum dari pejabat
yang berwenang;

Feotokop: IMB;

Fotokopi [zin Gangguan;

Fotokopi NFWP Perusahaan;

SPPL/AMDAL/ UKL - UPL;

Daftar mesin dan peralatan produksi;

Surat Kuasa hermaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak
mengurus sendin.

Izin Perluasan Industr:

a.
b.
c.

e

Formutlir permchonan;

Fotokopi KTP pemohen;

Fotokepi Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan yang
berbadan hukumj;

Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pefabat
yang berwenang,

Fotokopi IMB;

Fotokapi lzin Cangguan;

Fotokopi NPWP Perusahaan;

SPPL/AMDAL/UKL-UPL;

Daftar mesin dan peralatan produksi;

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apabila pemochon tidak
mengurus sendir:,

Tanda Daftat Industri:

a.
b.
C.

T Tm MG

Formulir permohonan:

Fotokopi KTP pemohon;

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahasn yang
berbadan hukum);

Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat
yvang berwenang;

Fotokopi IMB;

Fatokopi lzin Gangguan;

Fotokopi NPWP Perusahaan;

SPPL/AMDAL/UKL-UPL;

Daftar mesin dan peralatan produksi;

Surat Kuesa bermaterai Rp.6.000 apabila pemochon tidak
mengurus sendiri.

Izin Usaha Perdagangan:

a.
b.

Formulir permohonan;
Fotokopi KTP pemohon;



e
E.
B
h.
i.
i.
k

Fotokopi Akta Pendirian Perusahean [bagi perusahaan yang
betrbadan hukum);

Fotckopi surat pengesahan sebagai badan hukumn dan pejabat
yang berwenang;

Fotokopi IMB;

Fatokopi lzin Gangguan;

Fotokopi NFWP Perusahaan:

Nerace Perusahaan,

Daftar tenaga kerja;

Foto Direktur (4 x 6} 2 lembar;

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apabila pemohon tidak
mengurus sendiri.

Tanda Daftar Perusahaan:

a.
b.

C.

ym o

Formulir permohonan;

Fotokopi KTP pemohaon;

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan yang
berbadan hukumyj,

Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum darn pejabat
yang berwenang;

Fotokopi IMB;

Fotokopi lzin Gangguan,;

Fotokopi NPWP Perusahaat:!

Surat penurjukan atau aurat keterangan yang
dipersamakanapabila perusahaan tersebut =ebapal  kantor
cabang, perwakilan, pembantu;

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apabila pemohen tidak
mengurus sendiri.

. Tanda Daftar Gudang:

pmmsAn e

Formulir permohanan:

Fotokopi KTP permohon;

Fotokopi SIUP;

Fotokopi TDF;

Fotokopi IMB;

Fotokopi lzin Gangguan;

Fotokopi NFWP Perusahaan;

Fotokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan
pemilik gudang, bagi pengusaha yang menyewa;/ memanfaatkan
gudang pihak lain;

Surat penutjukan atau surat keterangan yang
dipersamakanapabila perusahaan tersebut sebagai  kantor
cabang, perwakilan, pembantu;

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apabila pemchen tHdak
mengurus sendin,

. lzin Gangguan:

a.
b.
C.

d.

Formulir permohonan;

Fetokopi KTP pemohon;

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan vang
kerbadan hukum)

Fotokopi surat bukti kepemilikan/ penguagaan tanah;



10.

»

el R

Persetujuan tetangga sekitar lokasi vang disahkan oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat setempat;

Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/ 1zin Lokasi;

Fotokopi IMB:

SPPL/AMDAL;UKL-UPL;

Fotokopi izin Lingkungan bagi usaha yang mensyaratkannya;
Surat Kuasa bermaterni Rp.6.000 apsbila pemohon tidak
mengurus sendiri.

[zin Pengusshann Sarang Burung Walet:

TR SrAn o

Formulir permehonan,

Fotokopi KTP pemohon,

Fotokapi SIUP;

Fotokopi TDF,

Fotokopi IMB;

Fotokopi lzin Gangguarn;

Fotokopi Llzin Prinsip PM;

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apsabila pemchon tHdak
mengurus sendiri.

[zin Usaha Parlwisata:

a.
b.

C.

—eTmT e

Formulir permohonan;

Fatokopi KTP pemohon;

Fotokopi Akta Pendirian Perusshaan (bagi perusahsan vang
berbadan hukum)

Fotokepi suret pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat
yang berwenang;

Fotokopi surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah;

Fetokopi IMB;

Fotokopi [zin Gangguarn;

Fotokopi SIUP;

Fotokopi TDP;

Surat persetujuen dari pemilik tanah/ bangunan bagi yang
menggunakan tansgh/ banpunan milik orang lain;

Surat Kuasa bermatersi Rp.6.000 apabila pemohon tidak
mengurus sendiri.

Izin Mendirikan Bangunan:

R - -

r‘gq"?‘*:f“:‘ "

Formulir permohonan;

Fotokopi KTP pemohon;

Data kondist/ situasi tanah {letak/lokasi dan topografi);

Fotckopi surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah;

Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
Fotokopi lzin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Lokasi, untuk
keiatan usaha yang mensyaratkan;

Surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan
{SPPT-PBB) tahun berkenaan;

Fotokopi lzin Lingkungan bagi usaha vang mensyaratkannys;
Gambar rencana/ arsitektur bangunan;

Gambar sistem strukiur;

Gambar aistem utilitas;

Perhitungan struktur dan atau bentang strukiur banglunan
disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 2 (dua) lantai
atau lebih;
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. Perhitungan utilitas hag bangunan gedung bukan hunian rumah

tinggal;

. Data penyedia jasa perencanaan;

Rencana Anggaran Biaya;

. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apebila pemohon tdak

mengurus sendin.

11.1zin Usaha Jasa Kenstruksi:

12,

13.

&. Formulir permohonan;

b. Fotakopi KTP pemohon;

c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusshaan yang
berbadarn hukum)

d. Fotokopi aurat pengesahan schagai badan hukum dari pejabat
yang berwenang,

e. Fotokopi Sertifikat Badan Usaha;

f. Fotckopi Kartu Penanggung Jawab Teknik;

g Fotokopi Sertifikat Keghlian/ Sertifikat Ketrampilan Tenaga Ahli;

h. Fotckopi NPWP Perusahaan;

i. Fotockopt KTP, NFWP, {jazah Tenaga Ahli;

j. Fotokopi SPT Tahunan {tahun terakhir);

k. Fote Direktur 4 x 6 [per bidang usaha 2 lembar),

l. Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Hitamn;

m. Surat Keterangan Domisili Badan (Usaha;

n. Daftar pengalaman pekerjaan 10 tahun terakhir dengan nilai
tertinggi sesuai bidang usaha dilampirt fotokopo SPMK;

0. Rekomendasi dari SKPD teknis;

p. Burat Kuasa bermaterai Rp.&.000 apabila pemohon tidek
mengurus sendiri.

izin Reklame:

a. Formulir permohonan;

h. Fotokopi KTP pemohon,;

¢c. Fotokopi IMB, apehila bentuk reklame permanen;

d. Gambar sketsa tempat usaha dan denah lokasi;

e. Surat pernyataan kesanggupan menggant kerugian untuk
rekiame berkonstrukai;

{. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apabila petnoheon tidak
mengurus sendiri.

Izin Usahe Penggilingan Padi, Huller dan Penyoschan Beras:

a. Formulir permohonan;

bh. Fotokopi KTP pemohon;

¢. Fotokopi surat bukti kepemilikan/ penguazaan tanah;

d. Surat Pernyataan pemilik tanah/ rumah, apabila sewa untuk
melamnpirkan Surat Perjaniian Sewa/ Kontral;

e. Fotokopi lzin Gangguan,

f. Fotokopi IMB;

g. Jarak antara penggilingan padi yang dimohon dengan

penggilingan padi yang sudah ada minimal 700 {tujuhk ratus}
meter;

Jarak antara penggilingan padi vang dimohon dengan sekolah,
tempat ibadah, termpat layanan keasehatan dan kantor pemerintah
minirnal 200 (dua ratus} meter,

Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000 apabila pemohon tdak
mengurus sendiri.



C. MEKANISME:

1. Pemohon datang ke Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Kabupaten Purworejo untuk mengambil blangko permchonan izin serta
untuk mengetahui persyaratan izin yang dibutuhkan;

2. Setelah blangko permohonan diisi dengan benar dan lengkap serta
diketahui Kepala Kelurahan/ Desa, Kepala UFTD DPU, Camat setempat
[apabila permohonan dipersyaratkan) yang selanjutnya diserahkan ke
loket Pelayanan dengan dilampiri perayaratan yeng ditetapkan;

3. Berkas permohonan izin selanjutnya diteliti/ diperiksa oleh petugas
pelayanan;

4. Berkas permohonan izin yang belum benar dan lengkap dikembalikan
kepada pemohon untuk dibetulkan dan/ atau dilengkapi,

5. Berkas permohonan izin yang telah benar dan lengkap selanjutnya cleh
petugas pelayanan perizinan dimasukkan dalam Register Perizinan;

6. Untuk jenis izin tertentu yang memerlukan pemeriksaan lokasi,
dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Perizinan;

7. Berdasarkan pemeriksaan lokasi, Tim Teknis Perizinan menerbitkan
Rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa lzin dapat diterima atau
ditclak;

8. Terhadap Permchonan yang telah di lakukan pemeriksaaan lokasi
ditemui adanya kekurangan persyaratan teknis Pemchon wajib
melengkapi persyaratan teknis tersebut dalam tempe 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak dilakukan peninjauan lokasi,

Q. Apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan teknis dimaksud maka
permohonan dianggap kedaluwarsa dan apabila ingin mengajukan
kembali permohonan tersebut harus dilakukan dengan permohonan
baru dengan persyaratan yang barmy;

10. Dalam memberikan rekomendasi apahila diperlukan Tim Teknis dapat
memchen arahan dan petunjuk Tim Pembina Perizinan;

11. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan Tim Teknis Perizinan, Kantor
Penanaman Modal dan Petizinan Terpadu menerbitkan izn dalam
walttu yang telah ditetapkan dan Pemohon membayar retribusi izin
{apabila pelayanan perizinan dipungut retribusi} ,

12. Sebelum menerbitkan izin apabila diperlukan Kepala Kantor
Penanamsn Modal Dan Perjzinan Terpadu dapat memochon saran,
arahan dan petunjuk Tim Pembina Perizinan;

13.Izin yang telah diterbitkan, diserahkan kepada pemochon setelah
pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku {apabila
pelavanarn perizinan dipungut retribusi);

14. Terhadap permohonan izin yvang ditolak, diterbitkan surat penolakan
izin yang berisi alasan penolakannya;

15. Permohonan izin yang telah ditelak, tidak dapat diajukan permohonan
jzin kembali oleh Pemohon izin yang sama, dengan objek izin dan
persyaratan izin yang sama;

16. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo
tidak dapat memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
angka 13.

~ Pj. BUPATI FURWOREJO,

Ttd.
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR: 4 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR QPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN

PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO

BIAYA/ RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN

RO JENIS IZIN BIAYA/ RETRIBUSI
1 _|Izin Prinsip PM Gratis
2 | Izin Prinsip Perluasan PM Gratis
3 | Izin Prinsip Perubahan PM _ Citatis
4 | Izin Prinsip Penggabungan PM ) Gratis
5 [Izin Usaha PM Gratis
6 [ Jzin Usaha Perluasan MM Gralis
7 | Izin Usgha Perubahan PM Gratis
& ;Izin Usaha Penggabungan PM Gratis |
¢ | lzin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Gratis
10 | Surat Tzin Usaha Perwakilan Perusahaan Gratis
Perdagangan Asing [SIUP3A)
11 | fzin Pembukaan Kantor Cabang Gratis
12 | izin Lokasi - Gratis
13 | Izin Mendirikan Bangunan {IMB) Sesuai Perda Kabupaten
B Purworeje Nomor 8 Tahun 2011
14 | 1zin Gangeuan {(HO) Sesuai Perda Kabupaten
Purworejo Nomor 6 Tahun 2011
15 | Izin Usaha Perdagangan (SIUP} Grats
16 | [zin Usaha Industri [ILT) Crratis
17 | Imn Perluasan [ndustn Gratis
18 | Izin Usaha Pariwisata Gratis
19 | Izin Usaha Jasa Konatruksi [IUJK| Oratis
20 | lzin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Gratis
Penyoschan Beras _
21 | Izin Usaha Warnet dan Game Net Gratis
22 | Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional Gratis
23 | Izin Usaha Toko Modern (iratis
24 | [zin Usaha Pusat Perbelanjaan Gratis
25 | Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Gratis
. Umum
26 | Tanda Daftar Perusahaan {TOF] | Gratiz ;
27 | Tanda Daftar Industri (TDI) Orats
28 : Tanda Daftar Gudang (TDG) Gratis
| 20 | Izmn Reklame N | Gratis
30 | [zin Riset, Survey, PKL untuk Mahasiswa, ' Gratis
LSM dan Lembaga / Perorangan dar Luar |
Negeri
31 | [zin Usaha Jasa Titipan {ratis
32 | Izin Penpusahasn Burung Walet Gratis
33 | lzin Penggunaaan Sarana Uoum Gratis

Pj. BUPAT] PURWORELO,

Ttd.
AGUS UTOMO



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATT PURWOREJO

NOMQCR: 4 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN FERIZINAN

PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJO

STANDAR WAKTU PELAYANAN PERIZINAN

NO JENIS IZIN STANDAR WAKTU |
. L PELAYANAN
! | lzin Prinsip FM 3 hari
|__2 | Izin Prinsip Perluasan PM L 3 han _
3 | Izin Prinsip Perubahan FM 5 hati
4 ! Izin Prinsip Penggabungan FM . 7 hari .
5 | Izin Usaha PM 6 hari
|6 | Izin Usaha Perluasan PM __ |5 han
7 | Izin Usaha Perubahan PM o hari
5 [ I[zin Usaha Penggabungan PM 5 hati L
9 | Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing 5 han
10 | Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan 5 hari
Asing [SIUP3A)
11 | lzin Pembukaan Kantor Cabang 3 hari i
12 ; lzin Lokasi . S hari
13 | Izin Mendirikan Bangunan {IMB] ~ _| 5 hari ;
14 | Izin Gangguan (HOY) 5 har
15 | Izin Usaha Perdagangan {SIUF) - 3 hari
16 | izin Usaha Industri TUT) _ 3 hari
17 | 1zin Perluasan Industri ) 3 hari |
18 | lzin Usaha Pariwisata 3 hari
19 | Izin Usaha Jasa Konstruksi {UJK] 5 hani
20 | Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Peniyosohan Beras | 5 har
2t | [zin Usaha Wamet dan Game Net | 5 har
22 | Izin Usahe Pengelolaan Pasar Tradisional 5 hari
23 | [zl Usaha Toko Modem % hari
24 | Izin Usahe Pusat Perbelanjaan 5 hari
25 | Izin Penyambungan Jalan dengan Jalan Umum 5 hari
26 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) __1 3 hari ]
27 | Tanda Daftar Industn [TDI) 3 bari
28 | Tanda Daftar Gudang (TDG) - 3 hari _
29 | Izin Reklame 3 han
30 | 1zin Riset, Survey, PKL untuk Mahasiswa, LSM dan 3 hari
Lembaga / Perorangan dari Luar Negerd
31 | Izin Usaha Jasa Titipan 5 har
32 | Izin Pengusahaan Hurung Walet ¢ & hari o]
| 33 | Izin Penggunaaan Sarana Umuom __15 hari

Pi. BUPATI PURWOREJQ,

~) Ttd.
AGUS UTOMG
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LAMPIRAN 1V

PERATURAN BUPAT! PURWOREJC

NOMOR: 4 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN

PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJQ

BAGAN ALURPROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN

' i i : . BISTEM
PEMOHON : PELAYANAN | PEMROSESAN | TATA | KEPALA  INFORMASI
i ; © USAHA . KPMPT : DANPFP
Pecmchatian
dan . ; -
;| Penerimaaty | Penarimaan
Perayarstan :
Lengkap  |B) dan L dan
Pemeriksaan [{i° | Pemeriksaan
A
. A &/ | —
tengkapi | | Tidak | |va |[' ch;f:;im
. 2l =
‘] Membuat Peninjauan
;:::1‘: | Tenda || Lokasi
5 Tarima Tim Teknis
5 N 2 ata Fa
Registrasi | Tidak | |va ‘ Sidang ata Fase
? | : | TeAam |
; I
. Lap. Hasil ; Ay Tidak b Laporan
: ﬁ Pemariksanty P_ : ¢ H]
— i [ cexsk | g L 3
- | Pembayaran i d TIDSK | :
wetripus, || KeukSK | gpp dan L 1| Arsip
_ Nomor T
; : | SKdan |: :
Terima SK | {l| Registrasi ﬁ ; TTD : :
: : © ] Kutipan
Surat _
Penolakan '

Pj. BUPAT! PURWOREJO,
Tid.

AGUS UTOMO



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPAT! PURWOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN

PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PURWOREJC

MAKLUMAT PELAYANAN PERIZIRAN

Kami seluruh karyawan
Kantor Penanaman Moda! dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworgjo
Berjanji akan:

MELAYANI SEPENUH HATI

Pj. BUPATI PURWOREJO,

Ttd.
AGUSUTOMO
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